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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi akad murabahah 

dan memberikan rekomendasi perlakuan akuntansi murabahah sesuai PSAK 102 

Tahun 2007 di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang. Metode 

penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menjabarkan proses pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah di BRI Syariah 

Cabang Kota Malang. Data penelitian didapatkan melalui wawancara dengan 

karyawan bagian hukum dan administrasi pembiayaan serta dokumentasi 

kebijakan akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi 

murabahah di BRI Syariah Cabang Kota Malang tidak mematuhi PSAK 102 

Tahun 2007 dan PSAK 102 Revisi Tahun 2013. Perilaku BRI Syariah Cabang 

Kota Malang yang memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memperoleh 

persediaan murabahah dan mengukur keuntungan murabahah menggunakan 

metode anuitas adalah dua perlakuan akuntansi yang diatur PSAK 55. Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan BRI Syariah Cabang Kota Malang menggunakan 

kombinasi PSAK 102 Tahun 2007 dan PSAK 50, 55, dan 60 untuk perlakuan 

akuntansi piutang murabahahnya. Perlakuan akuntansi BRI Syariah Cabang Kota 

Malang untuk pengakuan dan pengukuran uang muka (hamish gedyah), diskon 

pembelian, potongan piutang murabahah, dan denda pembayaran angsuran serta 

penyajian piutang murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 Tahun 2007, 

sedangkan pengungkapan informasi persediaan murabahah dan janji pemesanan 

tidak sesuai PSAK 102 Tahun 2007. Hasil penelitian ini memberikan dua 

rekomendasi kepada BRI Syariah Cabang Kota Malang agar perlakuan akuntansi 

murabahah bisa dilaksanakan sesuai substansi jual beli. 
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The aims of this research are to determine murabaha accounting treatment and 

provide recommendations of murabaha accounting treatment that suitable with 

PSAK 102 year 2007 at PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Malang City Branch. 

Descriptive qualitative method is used to describe recognition, measurement, 

presentation, and disclosure of murabaha transaction at BRI Syariah Malang City 

Branch. Research data is obtained through interviews with legal officer and 

finance administration officer and accounting policy documentation. The result of 

this research has showed murabaha accounting treatment at BRI Syariah Branch 

Malang City does not comply with PSAK 102 year 2007 and PSAK 102 Revised 

year 2013. The behavior of BRI Syariah Malang City Branch which provide 

financing to customer to acquire inventory and measure profit of murabaha using 

annuity method are two accounting treatments set PSAK 55. This research also 

has showed that BRI Syariah Malang City Branch uses a combination of PSAK 

102 year 2007, PSAK 50, 55, and 60 for its murabaha receivables accounting 

treatment. BRI Syariah Branch Malang City’s accounting treatment for the 

recognition and measurement in down payment (hamish gedyah), purchase 

discount, rebates murabaha receivables, and penalty and murabaha receivables 

presentation are meet PSAK 102 year 2007, but information of murabaha 

inventory and murabaha contract disclosure do not meet PSAK 102 year 2007. 

The result of this research provide two recommendations to the BRI Syariah 

Malang City Branch, murabaha accounting treatment to be carried out in 

accordance substance of murabaha trading.            

 

Keywords: murabaha accounting treatment, PSAK 102 year 2007, PSAK 102 

Revised year 2013 
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PENDAHULUAN 

Akuntansi syariah yang berlandaskan nilai Al-Qur’an dan Al-Hadis membantu 

manusia untuk menyelenggarakan praktik ekonomi yang berhubungan dengan 

pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban secara adil (Wiroso, 2011). Hak dan kewajiban itu timbul karena 

manusia ditugaskan oleh Allah SWT untuk mengelola bumi secara amanah. Sehingga 

akuntansi sesungguhnya adalah alat pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta dan 

sesama makhluk, yang digunakan oleh manusia untuk mencapai kodratnya sebagai 

khalifah. 

   Salah satu praktik ekonomi yang berlandaskan nilai syariah muamalah adalah 

murabahah. Murabahah adalah salah satu akad jual beli bernilai tijarah, mempunyai nilai 

keuntungan. Sebagai salah salah satu kegiatan ekonomi inilah, pelaku murabahah wajib 

mentaati perlakuan akuntansi murabahah yang ada. Di Indonesia, PSAK 102 memuat 

peraturan perlakuan akuntansi murabahah. 

Akad murabahah adalah akad yang paling populer dan digemari oleh masyarakat 

Indonesia. Hal ini tampak pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia September 2013 

yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Nilai transaksi murabahah berada di peringkat 

pertama dengan jumlah 106.779 milyar rupiah, disusul oleh akad musyarakah dan 

mudharabah dengan jumlah 36.715 milyar rupiah dan 13.364 milyar rupiah (Bank 

Indonesia, 2013). Statistik ini menunjukkan masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan 

produk murabahah yang ditawarkan oleh perbankan syariah. 

Seiring bertumbuhnya produk keuangan akad murabahah, Dewan Standar Akuntansi 

Syariah (DSAS) IAI mengharapkan entitas yang melakukan transaksi murabahah mampu 

mematuhi PSAK 102. DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 pada tahun 2007. PSAK ini 

menggantikan sebagian peranan PSAK 59.  PSAK 59 sendiri mengatur akuntansi 

perbankan syariah. Namun, harapan DSAS IAI agar terlaksananya PSAK 102 secara ideal 

sepertinya belum dapat terwujud. Kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan entitas 

yang menyalahi PSAK 102 itu sendiri. 

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa penjual di akad 

murabahah masih salah dalam menerapkan PSAK 102. Oktavia (2010) yang melakukan 

penelitian perbandingan PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi murabahah di Koperasi 

Syariah Ben Iman, Lamongan menemukan praktik transaksi murabahah yang menyerupai 

praktik kredit konvensional. Praktiknya, koperasi meminjamkan kas kepada nasabah 

senilai harga pokok barang. Nasabah membeli barang dari supplier, kemudian 

berkewajiban mengembalikan uang pinjaman kepada koperasi beserta margin yang telah 

disepakati.  

Masita, Jamaluddin MD, dan Musviyanti (2012) yang melakukan penelitian 

perbandingan PSAK 102 dengan perlakuan akuntansi murabahah di Pegadaian Syariah 

Gunung Sari, Balikpapan menemukan pegadaian syariah tersebut mengakui logam mulia 

dari supplier sebagai barang titipan, bukan sebagai persediaan. Selain itu, Pegadaian 

Syariah Gunung Sari, Balikpapan masih menyajikan nilai piutang secara keseluruhan, 

sehingga sulit untuk menelusuri dan melihat nilai piutang murabahah yang aktual.  

Ernomo (2013) yang meneliti mengenai perbandingan PSAK 102 dengan perlakuan 

akuntansi murabahah khususnya penggunaan metode pengakuan keuntungan akad 

murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri, menemukan bahwa entitas menggunakan 

metode anuitas dalam pengakuan keuntungan. Metode anuitas yang merupakan turunan 

dari metode bunga kredit konvensional masih ditemukan dalam praktiknya. Temuan 

keduanya adalah entitas juga menggunakan kombinasi PSAK 102 dan PSAK 55 dalam 

mengakui keuntungan murabahah Hal ini juga memberikan kekhawatiran di masyarakat, 

ketika entitas syariah menggunakan PSAK 55 yang memuat perlakuan akuntansi 

konvensional. 



 
 

 
 

Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan bahwa penjual tidak mentaati peraturan 

yang terdapat dalam PSAK 102. Salah satu temuan menarik tidak patuhnya entitas 

syariah terhadap PSAK 102 adalah penggunaan metode pengakuan keuntungan 

murabahah. Widodo (2010) menjelaskan “pembiayaan murabahah mengindikasikan 

adanya duplikasi pinjaman atau kredit dari bank konvensional, dengan realisasi 

perhitungan marjinnya mengacu ke bunga bank konvensional”.  

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) kemudian 

menanggapi praktik pengakuan keuntungan murabahah yang mengadaptasi bunga bank 

konvensional dengan menerbitkan Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 pada tanggal 21 

Desember 2012 mengenai metode pengakuan keuntungan tamwil bi al-murabahah. Isi 

fatwa tersebut menjelaskan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mengakui keuntungan 

murabahah dilakukan secara proporsional dan anuitas selama sesuai dengan ‘urf 

(kebiasaan) yang berlaku di LKS tersebut. DSN MUI menyetujui penggunaan metode 

anuitas pada LKS karena LKS harus memperhatikan kesehatan pertumbuhannya dan 

metode anuitaslah yang mampu mewujudkan penilaian tersebut (Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia [DSN MUI], 2012). 

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI kemudian meluncurkan Buletin 

Teknis 9 tentang penerapan metode anuitas dalam murabahah sebagai  tanggapan 

terbitnya Fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012. Penerbitan buletin teknis ini 

dikarenakan telah terjadi perbedaan antara PSAK 102, dengan praktik akuntansi di 

lapangan dan munculnya fatwa DSN MUI tersebut (IAI, 2013a). Selanjutnya, DSAS IAI 

menerbitkan PSAK 102 (Revisi 2013) sebagai acuan penerapan Buletin Teknis 9 di atas. 

PSAK 102 (Revisi 2013) membantu entitas memilih penggunaan metode pengakuan 

keuntungan akad murabahah, menggunakan metode proporsional atau anuitas. DSAS IAI 

menjelaskan penggunaan metode pengakuan keuntungan murabahah didasarkan pada 

signifikansi risiko kepemilikan persediaan. “Penjual yang tidak memiliki risiko yang 

signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah merupakan 

penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah” (IAI, 2013b). Bagi 

penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah harus mengacu pada PSAK 

55, PSAK 50, dan PSAK 60.   

Isu terbitnya PSAK 102 (Revisi 2013) yang mengungkapkan telah terjadinya 

perbedaan penerapan substansi PSAK 102 (2007) dengan praktik di lapangan 

menimbulkan keinginan untuk mengetahui perlakuan akuntansi murabahah di PT Bank 

Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang , melakukan konfirmasi kebenaran bahwa 

dalam praktiknya, BRI Syariah Cabang Kota Malang tidak mematuhi PSAK 102 dalam 

perlakuan akuntansi murabahah-nya dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah 

mengenai perlakuan akuntansi murabahah. BRI Syariah dipilih sebagai objek penelitian 

karena mempunyai prestasi transaksi akad murabahah dengan nilai 3,59 trilyun rupiah, 

memperoleh berbagai penghargaan bidang keuangan syariah, dan mengakui pendapatan 

murabahah ke kategori pendapatan jual beli (PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, 2012).   

Harapannya penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk memahami akad 

murabahah yang ideal dan yang terjadi di lapangan, bagi perusahaan untuk mengetahui 

seberapa patuh mereka menerapkan PSAK 102, bagi nasabah untuk memperoleh ilmu 

mengenai akad murabahah sehingga dapat mengambil keputusan melalui pengetahuan 

yang dimilikinya, dan bagi akademisi untuk mengembangkan penelitian di bidang 

akuntansi syariah. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Murabahah 

Pengertian murabahah adalah “akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya 

perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya 

perolehan barang tersebut kepada pembeli” (IAI, 2007b). Sabiq (2008) menjelaskan jual 

beli sebagai pemindahan suatu kepemilikan dengan suatu ganti yang dapat dibenarkan 



 
 

 
 

secara syariah. Akad murabahah merupakan akad yang diperbolehkan pelakunya 

memperoleh keuntungan karena termasuk kategori tijarah. Akad yang termasuk kategori 

tijarah pada satu waktu dapat dipindahkan menjadi akad tabarru’, sedangkan sebaliknya 

akad yang menjadi kategori tabarru’ tidak diperbolehkan menjadi sifat tijarah (Nurhayati 

& Wasilah, 2012). 

Al-Qur’an juga telah menjelaskan akad murabahah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 

275 yang berbunyi bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 

Hadis Riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban juga 

menyebutkan dalam kegiatan jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Sehingga 

sesungguhnya akad murabahah sudah mempunyai dasar syariah untuk dipraktikkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Praktik akad murabahah di lapangan haruslah memenuhi rukun dan ketentuan yang 

menjadi prasyaratnya. Rukun dan ketentuan tersebut yaitu (1) adanya pelaku yang 

meliputi penjual (ba’i) dan pembeli (musytari), (2) adanya objek jual beli (mabi’) yang 

diperbolehkan secara syariah, (3) munculnya harga barang (tsaman) yang disebutkan 

secara jelas jumlah dan satuan mata uangnya, dan (4) terjadinya kontrak (ijab qabul) 

antara penjual dan pembeli. 

Akad murabahah juga mempunyai dua jenis yang tersedia yaitu akad murabahah 

dengan pesanan dan akad murabahah tanpa pesanan. Nurhayati dan Wasilah (2012) 

menjelaskan, dalam jenis murabahah dengan pesanan, penjual melakukan pembelian 

barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

persediaan barang yang menumpuk dan tidak efisien, sehingga proses pengadaan barang 

dipengaruhi oleh proses jual (Wiroso, 2011). Berbeda dengan akad murabahah dengan 

pesanan, penjual dengan akad murabahah tanpa pesanan melakukan pengadaan barang 

tanpa adanya pemesanan atau pembelian dari pelanggan dan perhatian utama dari 

pengadaan persediaan ini adalah pemenuhan nilai persediaan minimum sesuai kebijakan 

perusahaan, dengan memperhatikan biaya pengiriman dan termasuk kelangkaan barang  
(Wiroso, 2011). 

Harga jual akad murabahah terbentuk saat penjual dan pembeli mencapai 

kesepakatan dan keduanya ikhlas untuk menerima laba yang ditetapkan saat penjualan 

barang (DSN MUI, 2000; IAI, 2007b). Meskipun syariah tidak mengatur ketentuan 

seberapa besaran laba yang diperoleh penjual, namun Hadis Riwayat Abu Hurairah 

menjelaskan bahwa Allah SWT mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia 

menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya. Anggadini (2009) menjelaskan ada 

tiga cara penjual menentukan harga jual murabahah, pertama harga jual dihitung dari 

harga pokok barang ditambah dengan hasil perkalian tingkat laba per tahun pelunasan. 

Formula pertama ini sesuai dengan sifat jual beli murabahah karena keuntungan 

murabahah didasarkan pada tingkat laba yang pasti. Kedua, harga jual diperoleh dari 

harga pokok barang ditambah dengan tingkat laba yang diinginkan penjual ditambah 

dengan tingkat inflasi per tahun pelunasan. Rumus perhitungan harga jual ini lebih 

mendekati praktik riba karena masih menggunakan tingkat bunga. Sedangkan formula 

ketiga didapatkan dari harga perolehan barang ditambah dengan tingkat laba ditambah 

cost recovery, cost recovery adalah biaya riil yang dikeluarkan oleh penjual untuk 

menyimpan dan merawat persediaan yang nilainya diperoleh dari formula harga pokok 

dikalikan estimasi biaya operasi satu tahun. Rumus ini lebih cocok digunakan oleh 

penjual yang menerapkan metode murabahah tanpa pesanan. 

Harga jual sejatinya dibentuk dari dua unsur yaitu harga perolehan barang dan 

keuntungan penjualan. Kedua unsur tersebut harus diinformasikan oleh penjual kepada 

pembeli, utamanya seberapa besaran keuntungan penjualan. Selanjutnya pihak pembeli 

dapat mengkomunikasikan seberapa besar keuntungan penjualan sesuai keinginannya. 

Lebih jauh mengenai kesapakatan harga jual barang murabahah antara penjual dan 

pembeli, penjual sendiri mempunyai metode penentuan angsuran pokok dan margin 

tersendiri. Widodo (2010) menjelaskan metode pricing murabahah yang dilakukan 



 
 

 
 

Lembaga Keuangan Syariah dengan metode anuitas, metode keuntungan rata-rata, 

metode effective interest rate, dan metode flat rate. Penjelasan untuk masing-masing 

metode sebagai berikut: 

1. Metode margin anuitas 

Metode pengakuan keuntungan murabahah ini merupakan adaptasi dari metode 

bunga efektif. Metode ini memberikan siasat kepada penjual agar jumlah angsuran 

pokok dan margin yang dibayar sama setiap bulannya. Satu perbedaan metode anuitas 

dengan metode efektif adalah komposisi besarnya angsuran pokok dan angsuran 

margin-nya (bunga). Pada metode efektif, penghitungan bunga didasarkan dari saldo 

akhir pokok setiap bulannya, sehingga bunga yang dibayar akan semakin menurun. 

Sedangkan pada metode anuitas, komposisi pembayaran pokok akan semakin 

membesar setiap bulannya dan pembayaran bunga akan semakin mengecil setiap 

bulannya meski jumlah angsuran per bulan sama. Hal ini mengindikasikan bahwa, 

bank sebagai penjual akan membebankan bunga yang lebih besar di awal pembayaran 

untuk mendapatkan keuntungan yang lebih apabila pembeli melunasi pembayaran 

lebih awal dari kesepakatan. 

Rumus metode ini menurut Bank Indonesia (tt) adalah: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

M: Margin    i: Effective rate 

Z: Periode angsuran dalam bulan 

k: Bulan cicilan ke- 

 

2. Metode keuntungan rata-rata 

 

 

 

 

     

 

 

Keterangan: 

M: Margin 

n: Jangka waktu dalam tahun 

  

3. Metode effective interest rate 

Metode ini menghitung margin yang harus dibayar setiap bulan sesuai dengan 

saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya. 
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Angsuran Margin (k) = 

Saldo Pokok Periode Sebelumnya x i x (30/360)  

Angsuran Pokok per Bulan = 
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Keterangan: 

M: Margin 

n: Jangka waktu dalam tahun  

 

4. Metode flat rate 

Nilai bunga akan tetap sama karena bunga dihitung dari presentase bunga dikalikan 

pokok pinjaman awal. 
  

 

Keterangan: 

Pokok Pinjaman: Harga Perolehan – Uang Muka 

MK: Margin keuntungan 

n: Jangka waktu dalam tahun  

PSAK 102 (2007) Akuntansi Murabahah 

Pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah untuk penjual: 

Persediaan yang dimiliki oleh penjual dinilai sebesar biaya atau harga perolehannya. 

Harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh 

aset hingga aset tersebut siap untuk dijual atau digunakan. PSAK 102 secara jelas 

menyebutkan bahwa penjual harus memiliki akun persediaan dalam mencatat perolehan 

aset murabahah.  

Setelah persediaan tersebut berada di tangan penjual, penjual harus mengukur nilai 

persediaan berdasarkan jenis transaksi murabahah. Pengukuran persediaan murabahah 

pesanan mengikat berdasarkan (1) dinilai sebesar biaya perolehan, dan (2) jika terjadi 

penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut 

dicatat sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jurnalnya adalah: 

Beban Penurunan Nilai Persediaan  xxx 

 Persediaan Murabahah     xxx 

Sedangkan untuk pengukuran persediaan murabahah dengan pesanan tidak mengikat atau 

tanpa pesanan berdasarkan (1) nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dengan 

nilai bersih yang dapat direalisasi dan (2) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih 

rendah daripada harga perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Jurnalnya 

adalah: 

Kerugian Penurunan Nilai Persediaan xxx 

 Persediaan Murabahah    xxx 

Terkait dengan diskon pembelian aset murabahah, pengakuannya adalah: 

(1)  mengurangi harga perolehan aset murabahah, bila terjadi sebelum akad murabahah; 

(2)  menjadi kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai 

akad disepakati menjadi hak pembeli; 

(3)  menambah keuntungan murabahah, bila terjadi setelah akad murabahah dan sesuai 

akad menjadi hak penjual; 

(4)  menambah pendapatan operasional lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan 

tidak diperjanjikan dalam akad. 

kewajiban kepada pembeli di atas akan dihapus saat dilakukan pembayaran kepada 

pembeli sebesar diskon pembelian dikurangi biaya pengembalian. Penjual 

memindahkannya sebagai dana sosial jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh 

penjual. 

Angsuran per Bulan = 
Pokok Pembiayaan x  1+  MK x n  

12 x n
 



 
 

 
 

Ketika terjadi penjualan persediaan kepada pembeli, penjual mengakui adanya 

penerimaan kas untuk penjualan tunai atau pengakuan piutang murabahah untuk 

penjualan tangguh. Nilai kas atau piutang ini sebesar harga perolehan persediaan 

ditambah keuntungan yang disepakati. Penjual mengakui nilai bersih piutang yang dapat 

direalisasi pada akhir periode laporan keuangan. Jurnalnya adalah: 

Kas/Piutang Murabahah    xxx 

 Persediaan Murabahah    xxx 

 Pendapatan  Margin Murabahah    xxx 

Penjual mengakui keuntungan murabahah (1) saat terjadinya penyerahan barang jika 

dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun dan (2) selama 

periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan 

tersebut untuk pembayaran tangguh. Metode pengakuan keuntungan untuk kejadian 

kedua adalah, 

(1)  saat penyerahan barang murabahah jika risiko penagihan kas dan beban pengelolaan 

piutang serta penagihannya relatif kecil. Jurnal penyerahan aset adalah: 

Piutang Murabahah    xxx 

 Persediaan Murabahah    xxx 

 Pendapatan Murabahah        xxx 

(2)  diakui proporsional sesuai besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah 

jika risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban pengelolaan piutang serta 

penagihannya relatif besar juga. Pengukuran proporsional diperoleh dari persentase 

margin dan persentase harga perolehan dikalikan kas yang berhasil ditagih. Jurnal 

penyerahan aset dan pembayaran angsuran piutang adalah: 

Piutang Murabahah    xxx 

Persediaan Murabahah    xxx 

Pendapatan Murabahah Tangguhan     xxx 

 

Kas       xxx 

Pendapatan Murabahah Tangguhan  xxx 

 Piutang Murabahah     xxx 

 Pendapatan Murabahah    xxx 

 

(3)  diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih jika risiko piutang tidak 

tertagih dan atau beban pengelolaan piutang besar. Jurnal saat penyerahan aset dan 

pelunasan akhir piutang adalah: 

Piutang Murabahah    xxx 

 Persediaan Murabahah    xxx 

 Pendapatan Murabahah Tangguhan  xxx 

 

Kas       xxx 

Pendapatan Murabahah Tangguhan  xxx 

 Piutang Murabahah     xxx 

 Pendapatan Murabahah    xxx 

Penjual mengakui potongan piutang murabahah karena dua hal, yaitu disebabkan 

pembeli melunasi piutang tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati 

dan disebabkan pembeli mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Kasus pertama, 

penjual mengakuinya sebagai pengurang keuntungan murabahah, sedangkan pada kasus 

kedua diakui sebagai beban penjualan murabahah. Pemberian potongan piutang saat 

pelunasan akan mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Jurnalnya 

adalah: 

Kas       xxx 

Pendapatan Murabahah    xxx 

 Piutang Murabahah     xxx 



 
 

 
 

sedangkan jurnal untuk mengakui potongan piutang setelah pelunasan adalah: 

 

 

Kas       xxx 

Pendapatan Murabahah    xxx 

 Piutang Murabahah     xxx 
 

Beban Lain-Lain – Potongan Murabahah xxx 

 Kas/Utang Lain-Lain – Potongan Murabahah  xxx 

Pada satu kasus, pembeli akan memberikan uang muka sebagai jaminan pelunasan 

piutang murabahah. Uang muka mempunyai dua pengertian yaitu sebagai hamish 

gedyyah, dimana uang muka sebagai tanda serius memesan, bila batal maka kerugian 

diambil dari pembayaran ini, kedua adalah urboun, dimana uang muka dianggap sebagai 

pemotong harga jual murabahah namun jika batal menjadi hak penjual (Wiroso, 2011). 

Uang muka sesuai Fatwa DSN MUI adalah hamish gedyyah, meskipun di lapangan lebih 

dikenal sebagai urboun.  

Saat pembeli menyerahkan uang muka, jurnalnya adalah: 

Kas       xxx 

 Utang Lain-Lain – Uang Muka Murabahah   xxx 

Saat pembeli membeli barang, jurnalnya adalah: 

Utang Lain-Lain – Uang Muka Murabahah   xxx 

 Piutang Murabahah     xxx 

 

Piutang Murabahah    xxx 

Pendapatan Murabahah Tangguhan  xxx 

 Persediaan Murabahah    xxx 

Saat pembeli membatalkan pembeli, jurnalnya adalah: 

Beban Lain-Lain – Murabahah   xxx 

Utang Lain-Lain – Uang Muka Murabahah xxx 

 Kas       xxx 

Apabila pembeli melanggar akad yakni lalai dalam melaksanakan kewajibannya, 

penjual dapat mengenakan denda sesuai kesepakatan di awal. Denda tersebut harus diakui 

sebagai penambah dana sosial atau kebajikan. Jurnalnya adalah: 

Kas – Dana Kebajikan    xxx 

 Pendapatan Denda – Dana Kebajikan  xxx 

 

Pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah untuk pembeli: 

Pembeli mengakui pembelian aset murabahah secara tunai dan tangguhan. 

Perbedaan antara akuntansi sisi penjual dan pembeli adalah pembeli mengakuisisi 

penerimaan aset murabahah, mengakui beban murabahah, dan utang murabahah. Saat 

pembayaran angsuran utang murabahah, pembeli mengurangi nilai akun utang 

murabahah dan beban murabahah sesuai metode pengakuan pembayaran utang 

murabahah. Begitu pula dengan perlakuan akuntansi seperti denda pembayaran yang 

mengakui adanya kerugian pada pengeluaran kas. 

DSAS IAI dalam PSAK 102 (2007) menjelaskan hal-hal yang perlu disajikan dalam 

transaksi murabahah sebagai berikut: 

(1)  piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu 

saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. 

(2)  margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. 

(3)  beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah. 

Dalam PSAK 102 tersebut juga menyebutkan pengungkapan atas transaksi 

murabahah sebagai berikut: 



 
 

 
 

(1)  penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah pada harga 

perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan 

sebagai kewajiban atau hukum, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101. 

(2)  pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah pada nilai 

tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, jangka waktu murabahah 

tangguh, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101.      

Buletin Teknis 9 Ikatan Akuntan Indonesia 

DSAS IAI pada tanggal 16 Januari 2013 menerbitkan Buletin Teknis 9 yang berjudul 

Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah. DSAS IAI melalui buletin ini menanggapi 

fatwa DSN MUI yang memperbolehkan entitas menggunakan metode anuitas dalam 

pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah, mencapai kesesuaian dan 

keseragaman penerapan anuitas untuk pembiayaan murabahah. 

Jelas sekali bahwa keluarnya buletin teknis ini terjadi perbedaan perlakuan akuntansi 

murabahah yang ideal sesuai PSAK 102 dengan praktik di lapangan. PSAK 102 berbasis 

jual beli murabahah. PSAK 102 juga tidak mengatur mengenai isi Fatwa DSN MUI 

Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 yang menjelaskan penggunaan metode anuitas dalam 

pengakuan keuntungan murabahah. Sehingga munculnya fatwa DSN MUI dan buletin 

teknis ini mengindikasikan terjadi perbedaan penerapan PSAK 102 secara substantif. 

DSAS IAI melalui buletin teknis ini juga menyatakan bahwa entitas yang melakukan 

pembiayaan harus mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, PSAK 60 dan PSAK lain yang 

relevan (IAI, 2013b). Lembaga keuangan syariah yang menerapkan metode anuitas dalam 

pengakuan keuntungannya harus patuh terhadap PSAK tersebut, termasuk akuntansi 

untuk penurunan nilai dari pembiayaan dan pengungkapan risiko-risiko yang timbul dari 

transaksi pembiayaan. 

PSAK 50, 55, dan 60 

PSAK 50, 55, dan 60 adalah PSAK umum yang diterbitkan oleh DSAK IAI untuk 

entitas ekonomi yang memiliki instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap 

kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan kewajiban keuangan atau 

instrumen ekuitas entitas lain (IAI, 2010a). PSAK 55 menyebutkan piutang atau pinjaman 

yang diberikan merupakan salah satu bentuk instrumen keuangan. 

Sebagai salah satu pelaku transaksi murabahah, bank syariah yang melakukan 

pembiayaan murabahah adalah bank syariah yang memiliki piutang kepada pembeli. 

Perlakuan akuntansi untuk piutang murabahah ini harus mengikuti PSAK 55 tentang 

Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, PSAK 50 tentang Instrumen 

Keuangan: Penyajian, dan PSAK 60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan. 

Sesuai dengan pengakuan dan pengukuran piutang murabahah yang ditetapkan oleh 

DSN MUI melalui Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012, maka entitas dapat 

menggunakan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan transaksinya. PSAK 55 

dalam paragraf 17 sampai dengan 20, menjelaskan penggunaan suku bunga efektif dalam 

mengakui dan mengukur piutang atau pinjaman yang diberikan kepada pelanggan (IAI, 

2006) .  

PSAK 55 paragraf 17 berisi pertimbangan kerugian kredit yang terjadi dalam 

mengestimasi arus kas ketika entitas menghitung suku bunga efektif yang digunakan. 

Paragraf-paragraf selanjutnya menerangkan, entitas wajib melakukan amortisasi atas 

premium atau diskonto selama umur efektif piutang; entitas wajib melakukan estimasi 

ulang arus kas masa depan mengenai pergerakan suku bunga pasar yang mempengaruhi 

suku bunga efektif apabila mereka menggunakan kebijakan suku bunga mengambang; 

entitas yang melakukan revisi estimasi tersebut harus menghitung kembali nilai tercatat 

dengan menghitung nilai kini menggunakan suku bunga efektif dan melakukan 

penyesuaian sebagai pendapatan atau beban dalam laporan laba rugi. 

Bank Indonesia (2003) dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia menjelaskan 

pencadangan kerugian piutang atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai sebagai 

cadangan wajib atas penurunan nilai atas aset keuangan sebagai akibat dari peristiwa 



 
 

 
 

masa depan yang merugikan dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan. Jumlah 

cadangan tersebut diukur dari selisih antara nilai tercatat dengan nilai masa kini yang 

diestimasikan nilai masa depan menggunakan suku bunga efektif. 

Penyajian piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu nilai 

piutang setelah dikurangi dengan cadangan kerugian piutang. Pengungkapan piutang 

diatur dalam PSAK 60. Pengungkapan ini meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif. Aspek 

kuantitatif yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, analisa sensitivitas, sedangkan aspek 

kualitatif meliputi eksposur timbulnya risiko, tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan 

risiko (IAI, 2010b). 

PSAK 102 (2013) Akuntansi Murabahah 

DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 Revisi pada tanggal 30 September 2013. PSAK 

102 edisi revisi ini bertujuan untuk memberikan petunjuk praktis dari buletin teknis 

nomor 9 yang diterbitkan DSAS IAI sebelumnya. Perubahan ketentuan dalam PSAK 102 

(2013) ini meliputi: kriteria transaksi murabahah yang merupakan pembiayaan, dan 

perlakuan akuntansi murabahah yang merupakan pembiayaan murabahah. Perlakuan 

akuntansi untuk pembeli tidak dilakukan revisi. 

PSAK 102 Tahun 2013 ini secara substansi membahas mengenai dua hal utama 

yakni jenis murabahah dan pengakuan pendapatan murabahah. Jenis murabahah yang 

diakui oleh DSAS IAI melalui PSAK ini adalah murabahah yang merupakan jual beli, 

dimana pelaku transaksi melakukan perlakuan akuntansinya sesuai PSAK 102 Tahun 

2007 dan murabahah yang merupakan pembiayaan berbasis jual beli dengan 

menggunakan PSAK 50, 55, dan 60 sebagai acuan perlakuan akuntansinya. Pengakuan 

pendapatan murabahah jual beli berbasis risk and reward dan diatur dalam PSAK 102 

Tahun 2007, sedangkan pembiayaan murabahah yang menggunakan imbal hasil efektif 

dalam pengakuan keuntungannya harus mengacu pada PSAK 50, 55, dan 60.  

Perlakuan akuntansi penjual secara garis besar menyerupai dengan PSAK 102 Tahun 

2007, sesuai dengan penjelasan di atas, entitas wajib menilai satu per satu jenis transaksi 

murabahah yang dilakukan untuk mengakui dan mengukur nilai pendapatan murabahah-

nya. Guna memenuhi tujuan penilaian jenis transaksi murabahah, penjual wajib 

mengidentifikasi risiko kepemilikan persediaannya. Jika penjual memiliki risiko 

kepemilikan persediaan yang tidak signifikan, maka tidak terekspos risiko sebagai 

penjual, sehingga dikategorikan sebagai pelaku pembiayaan. Sebaliknya, penjual yang 

memiliki risiko signifikan atas persediaan maka dikategorikan sebagai penjual yang 

melakukan jual beli murabahah.  

Penyajian akuntansi murabahah disesuaikan dengan perilaku penjual. Penjual yang 

memiliki risiko persediaan maka mereka menggunakan penyajian yang diatur dalam 

PSAK 102 (2007), sedangkan mereka yang tidak memiliki risiko persediaan akan 

mengikuti peraturan dalam PSAK 50, 55, dan 60. 

Pengungkapan yang wajib disajikan oleh penjual adalah risiko terkait dengan 

kepemilikan persediaan antara lain: 

(1)  risiko perubahan harga persediaan; 

(2)  keusangan dan kerusakan persediaan; 

(3)  biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan; 

(4)  risiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak. 

 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang ingin diteliti, maka metode yang sesuai dengan 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2011: 13) menjelaskan 

penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan beberapa karakteristik yaitu dilakukan pada 

kondisi yang alamiah, bersifat deskriptif, menekankan pada proses, analisis data secara 

induktif, serta lebih menekankan pada makna. Pendekatan kualitatif yang mempunyai 

karakteristik deskriptif tepat digunakan dalam penelitian ini karena perlakuan akuntansi 

murabahah yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang 



 
 

 
 

akan lebih mudah dipahami dengan cara membandingkan kebijakan akuntansi perusahaan 

dan kegiatan transaksi terkait PSAK 102. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi 

murabahah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang. Oleh 

karenanya, studi kasus merupakan pendekatan yang tepat untuk melakukan penelitian ini 

karena “studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang 

mirip dalam organisasi lain, dimana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa 

dengan yang dialami dalam situasi kekinian” (Sekaran, 2007: 46). 

Objek dalam penelitian ini adalah perlakuan akuntansi murabahah pada PT Bank 

Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang yang berkantor di Jalan Kawi Nomor 37, 

Malang. PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang dipilih karena 

perusahaan tersebut merupakan peraih penghargaan Indonesia Brand Champion 2012, 

Banking Efficiency Award 2012, dan Best Growth Issuer 2012, pemilik nilai akad 

murabahah yang tinggi mencapai 3,59 trilyun rupiah, dan entitas yang mengakui 

pendapatan murabahah ke kategori pendapatan jual beli. 

Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data transaksi 

murabahah tahun 2012. Alasan dipilihnya data pada periode tersebut adalah peneliti ingin 

mengetahui perlakuan akuntansi murabahah yang berjalan di BRI Syariah sejak 

diterbitkannya PSAK 102 pada tahun 2007. Tahun 2012 dipilih karena dapat 

mencerminkan perlakuan akuntansi murabahah paling aktual yang dilakukan oleh entitas. 

Selain itu, penerbitan PSAK 102 Revisi 2013 yang berisi perbedaan pembiayaan dan jual 

beli murabahah juga menjadi pertimbangan peneliti memilih periode tahun 2012. 

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui aktivitas pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan atau pelaporan atas transaksi murabahah yang dimiliki oleh 

PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang. Aktivitas penyelesaian piutang 

murabahah bermasalah tidak dimasukkan dalam penelitian. Penelitian ini juga tidak 

membahas mengenai perlakuan pajak atas keuntungan murabahah. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif. Peneliti meninjau secara langsung ke perusahaan untuk memperoleh data 

primer dan mengunduh Laporan Keuangan Tahun 2012 PT Bank Rakyat Indonesia 

Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari 

wawancara dan dokumentasi. Penjelasan untuk wawancara dan dokumentasi dapat 

dijelaskan  sebagai berikut: 

1. Wawancara 

“Berdasarkan prosedurnya, wawancara dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu 

wawancara terpimpin/terstruktur, wawancara bebas/tidak terstruktur, dan wawancara 

bebas terpimpin” (Narbuko dan Achmadi, 2007: 83). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan wawancara bebas terpimimpin, yaitu kombinasi antara wawancara 

terpimpin dan wawancara bebas. Wawancara dilakukan dengan mengadakan komunikasi 

dengan informan penelitian, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam 

permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah: 

Informan Penelitian 

Nomor Nama Jabatan/Posisi 

1  Ali Safiq, S.H. Legal Officer  

2 Dit Alfin Hayatunnufus, S.E. Financing Administration Officer 

 (Sumber:Hayatunnufus & Safiq, 2014). 

 

2. Dokumentasi 

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan 

dokumen yang berasal dari dalam perusahaan, yang berhubungan dengan penelitian. 

Pengumpulan data melalui dokumen akan memperkuat kredibilitas hasil penelitian dan 

wawancara (Sugiyono, 2011: 240). 



 
 

 
 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data mengenai laporan 

keuangan perusahaan, khususnya Laporan Keuangan Tahun 2012 PT Bank Rakyat 

Indonesia Syariah Cabang Kota Malang, dan dokumen terkait transaksi murabahah. 

Peneliti mengunduh laporan keuangan perusahaan di situs web di  

http://www.brisyariah.co.id/sites/default/files/laporan-tahunan/.  

Analisis data dilakukan dengan “mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari lapangan dengan mengorganisasikannya ke dalam kategori, menjabarkan 

ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih hal-hal yang 

penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami baik bagi 

diri sendiri maupun orang lain” (Sugiyono, 2011: 244). Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dan 

informasi yang terkait dengan penelitian berasal dari hasil wawancara dengan 

informan penelitian dan hasil dokumentasi terkait dengan akad murabahah yang 

terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang.  

2. Mereduksi data dengan memilih data-data yang penting dan memfokuskan pada hal-

hal yang pokok. Hasil wawancara informan kemudian dijadikan transkrip wawancara, 

sedangkan dokumen akad murabahah dipilih yang terkait langsung dengan perlakuan 

akuntansi.  

3. Menyajikan data dalam bentuk alur perlakuan akuntansi terhadap transaksi 

murabahah mulai dari pengakuan hingga pengungkapan murabahah yang diterapkan 

oleh PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Kota Malang. Transkrip wawancara 

dan dokumen akad murabahah kemudian dijadikan bahan analisis deskripsi melalui 

alur penjelasan perlakuan akuntansi. 

4. Membandingkan dengan standar, dalam hal ini PSAK Nomor 102, sehingga dapat 

diberikan penilaian kepatuhan perusahaan terhadap standar akuntansi tersebut. 

5. Setelah mengetahui perlakuan akuntansi murabahah yang terjadi di PT Bank Rakyat 

Indonesia Syariah Cabang Kota Malang dan membandingkan perlakuan akuntansinya 

dengan PSAK 102 (2007) dan (Revisi 2013) barulah ditarik kesimpulan dari hasil 

analisis.    

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

BRI Syariah sebagai penjual di dalam akad murabahah menerapkan metode pesanan 

mengikat, artinya bank akan melakukan perannya sebagai penjual apabila nasabah 

menginginkan suatu barang. BRI Syariah selalu menggunakan metode pesanan dalam 

menyediakan barang murabahah yang tercermin dari kebijakan akad murabahah bil 

wakalah. BRI Syariah menggunakan metode pesanan mengikat karena bank menghindari 

risiko kerusakan dan penyusutan persediaan. 

Nasabah yang menginginkan pembelian barang melalui akad murabahah di BRI 

Syariah terlebih dahulu mengomunikasikan data diri dan data barang kepada bank. BRI 

Syariah yang telah menerima data diri nasabah dan data barang pesanan, bank akan 

menggunakan akad wakalah untuk memberikan kesempatan kepada nasabah untuk 

membeli barang yang diinginkannya. BRI Syariah tidak akan membeli barang secara 

langsung ke pemasok. BRI Syariah berusaha menghindari risiko yang timbul dari 

pembelian barang secara langsung ke pemasok berupa ketidaksesuaian spesifikasi barang 

dari nasabah, timbulnya cacat, kekurangan atau keadaan atau masalah apapun yang 

menyangkut barang. 

Sesuai dengan Pasal 6 Pengakuan Hutang dan Penyerahan Barang Jaminan dalam 

Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah, BRI Syariah akan memberikan sejumlah 

dana kepada nasabah untuk membeli barang yang diperjanjikan dalam akad. BRI Syariah 

mengakui dana ini sebagai piutang murabahah, sehingga BRI Syariah sekaligus 

mengakui terjadinya akad murabahah. 

http://www.brisyariah.co.id/sites/default/files/laporan-tahunan/
http://www.brisyariah.co.id/sites/default/files/laporan-tahunan/


 
 

 
 

Bank dapat menerima uang muka yang dibayarkan oleh nasabah ketika komunikasi 

keduanya mencapai kesepakatan atau terjadi ijab qabul akad murabahah. Perlakuan uang 

muka tersebut ada dua, pertama uang muka tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang 

harga beli barang atau bank menjelaskannya sebagai porsi kepemilikan nasabah terhadap 

sebagian barang dan kedua, uang muka tersebut diperlakukan sebagai pengurang dari 

kewajiban nasabah berupa harga jual barang murabahah. Ketika bank memperlakukan 

uang muka tersebut sebagai pengurang harga beli, bank akan memberikan dana kepada 

nasabah sebesar harga beli barang setelah dikurangi uang muka dan ditambah dengan 

margin keuntungan, dan ketika bank memperlakukan uang muka tersebut sebagai 

pengurang harga jual, bank tetap memberikan dana kepada nasabah sebesar harga beli 

barang ditambah margin keuntungan dan dikurangi uang muka. 

Nasabah yang telah menerima dana dari akad murabahah tersebut digunakan 

membeli barang yang diperjanjikan. Nasabah bisa saja memperoleh diskon pembelian 

dari pemasok saat membeli barang murabahah. Perlakuan diskon pembelian ini menurut 

bank ada dua, apabila diskon diberikan pemasok sebelum terjadinya akad, maka diskon 

menjadi hak nasabah dan apabila diskon diberikan pemasok setelah ditandatanginnya 

akad, maka pembagian diskon disepakati bersama oleh nasabah dengan bank. Sesuai 

dengan Pasal 5 Pengadaan dan Penyerahan Barang, nasabah diwajibkan menyerahkan 

bukti pembelian kepada BRI Syariah dan menandatangani Surat Tanda Terima Barang 

(STTB) oleh nasabah.    

Angsuran murabahah tersebut terdiri dari dua bagian yaitu bagian pokok dana dan 

bagian margin murabahah. Bank mengungkapkan nasabah dapat melakukan diskusi 

kesepakatan keuntungan murabahah, hal ini disebabkan BRI Syariah menggunakan tiga 

kebijakan yang berasal dari tingkat bunga efektif Bank Indonesia, peraturan internal BRI 

Syariah, dan kesepakatan dengan nasabah untuk menentukan keuntungan murabahah. 

Bank juga mengungkapkan dari dua kebijakan pertama tadi akan didapatkan batas 

maksimum dan minimum keuntungan murabahah. 

Ketika nasabah melunasi angsuran murabahah lebih awal dari jadwal, bank akan 

memberikan potongan piutang murabahah. Nilai potongan piutang murabahah dihitung 

dengan menggunakan metode perhitungan anuitas dan maksimum sebesar sisa harga jual 

dikurangi dengan hasil akumulasi sisa outstanding pokok dengan margin bulan berjalan 

dan margin satu bulan berikutnya. Bank juga memberikan denda kepada nasabah yang 

telat membayar angsuran dengan formula tingkat bunga efektif dikalikan angsuran per 

bulan dibagi tiga ratus enam puluh. 

Pengakuan dan pengukuran akad murabahah di BRI Syariah Kota Malang dapat 

dijelaskan melalui studi kasus. Studi kasus berikut adalah salah satu transaksi pembelian 

rumah melalui produk BRI Syariah yaitu menggunakan KPR BRI Syariah iB: 

 

Studi Kasus Akad Murabahah 

Andayani 

Maksimum Pembiayaan: Rp. 132.500.000,00 

Tujuan penggunaan : Pembelian satu unit rumah baru dengan KPR BRI Syariah 

  iB 

Harga rumah  : Rp. 261.500.000,00 

Jangka waktu  : 120 bulan atau 10 tahun angsuran pelunasan  

Margin efektif  : 16.25% 

Denda   : Rp. 1.011,00 (Margin efektif x Angsuran/bulan x 1/360)  

 

Informasi di atas adalah informasi ringkas mengenai akad murabahah yang 

dilakukan oleh BRI Syariah sebagai penjual dengan Andayani sebagai nasabah 

atau pembeli. Peneliti melakukan deskripsi pengakuan dan pengukuran akuntansi 



 
 

 
 

murabahah pada kasus di atas menggunakan analisis transkrip hasil wawancara 

dan dokumen kebijakan BRI Syariah. Hasil analisisnya disajikan sebagai berikut: 

Ketika Andayani dan BRI Syariah telah melaksanakan ijab qabul akad 

murabahah untuk tujuan pembelian rumah baru, BRI Syariah memberikan kuasa 

kepada Andayani untuk melakukan pembelian rumah ke pemasok menggunakan 

akad wakalah. Pelaksanannya, BRI Syariah memberikan dana kepada Andayani 

sebesar dana maksimum yang ditanggung oleh bank yaitu Rp. 132.500.000,00. 

Jurnal untuk mencatatnya adalah: 

Piutang Wakalah  Rp. 132.500.000,00 

 Rekening Andayani    Rp. 132.500.000,00 

Andayani yang telah menerima dana tersebut kemudian membeli rumah yang 

diinginkannya kepada pemasok. Setelah rumah berpindahtangan kepada 

Andayani, nasabah kemudian melaporkan pembelian rumahnya kepada BRI 

Syariah dengan menyerahkan dokumen pembelian. BRI Syariah yang menerima 

laporan pembelian rumah dari Andayani kemudian melakukan penghapusan 

piutang wakalah dengan jurnal: 

Persediaan Aktiva Murabahah Rp. 132.500.000,00 

 Piutang Wakalah    Rp. 132.500.000,00 

Saat itu juga, BRI Syariah mencatat penghapusan persediaan murabahah 

berupa rumah dan mengakui adanya piutang murabahah kepada Andayani. Selain 

itu, BRI Syariah juga melakukan pengakuan margin murabahah tangguh untuk 

mengakui keuntungannya. Jurnal penghapusan persediaan murabahah yang 

dilakukan BRI Syariah adalah: 

Piutang Murabahah   Rp. 132.500.000,00 

 Persediaan Aktiva Murabahah  Rp. 132.500.000,00 

Jurnal pengakuan margin murabahah tanggung adalah: 

Piutang Murabahah   Rp. 136.328.315,00 

 Margin Murabahah Ditangguhkan Rp. 136.328.315,00 

BRI Syariah kemudian melakukan penjadwalan angsuran yang wajib 

dibayarkan oleh Andayani setiap bulan sesuai tanggal kesepakatan. BRI Syariah 

menerima angsuran murabahah selama 120 bulan atau sepuluh tahun. Peneliti 

menyajikan jadwal angsuran murabahah milik Andayani selama tiga periode 

pertama, sedangkan sisa tahun lainnya ditampilkan pada Lampiran.  

Jadwal Angsuran Murabahah Andayani 

(BRI Syariah-Pengakuan Margin Murabahah Metode Anuitas) 

Periode 

Angsuran 

Sisa Pokok Angsuran 

Pokok 

Angsuran 

Margin 

Jumlah Margin 

Efektif 

1 132.054.035 445.965,12 1.794.270,83 2.240.236 16,25% 

2 131.608.070 452.004,23 1.788.231,72 2.240.236 16,25% 

3 131.156.066 458.125,13 1.782.110,83 2.240.236 16,25% 

(Sumber: BRI Syariah, 2014) 

  

BRI Syariah menggunakan metode anuitas dalam menghitung jumlah 

angsuran dan angsuran margin yang dibayar oleh Andayani. Rumus anuitas yang 

dipakai oleh BRI Syariah adalah: 

 
 

Jumlah Angsuran= 

Pokok Pembiayaan (k) x 
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Angsuran Margin (k) = 

Saldo Pokok Periode Sebelumnya x i x (30/360)  



 
 

 
 

Perhitungan Angsuran Murabahah Menggunakan Metode Anuitas 
Periode Jumlah Angsuran Angsuran Margin 

1 = 132.500.000 x 
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= 132.500.000 x 0.01354167 x 
1

      2 
 

 

= 2.240.236,508 

= 132.500.000 x 16.25% x 

(30/360) 

 

= 1.794.270,833 
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1

      2 
 

 

= 2.240.236,508 

= 131.608.070 x 16.25% x 

(30/360) 

 

= 1.788.231,72 

3 = 132.500.000 x 
1  2  

12
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 1− 
1

 1+1  2  /12 12 
 
 

 

= 132.500.000 x 0.01354167 x 
1

      2 
 

 

= 2.240.236,508 

= 131.156.066 x 16.25% x 

(30/360) 

 

= 1.782.110,83 

BRI Syariah melakukan penjurnalan angsuran pokok murabahah pada akhir bulan 

dengan: 

Piutang Murabahah Ditangguhkan Rp. 445.965,12 

 Piutang Murabahah   Rp. 445.965,12 

Jurnal untuk angsuran margin pada akhir bulan dengan: 

Margin Murabahah Ditangguhkan  Rp. 1.794.270,833 

 Pendapatan Akrual    Rp. 1.794.270,833 

 Jurnal yang dicatat oleh BRI Syariah ketika Andayani membayar angsuran pokok 

murabahah dengan mengeliminasi piutang murabahah tangguh: 

Rekening Andayani   Rp. 445.965,12 

 Piutang Murabahah Ditangguhkan Rp. 445.965,12 

Jurnal untuk penerimaan angsuran margin dengan mengeliminasi pendapatan akrual dan 

mengakui pendapatan jual beli murabahah: 

Pendapatan Akrual   Rp. 1.794.270,833 

 Pendapatan Jual Beli Murabahah  Rp. 1.794.270,833 

Andayani dapat melakukan pelunasan utang murabahah lebih awal dibandingkan 

jadwal yang ditentukan. Misalnya, pada periode angsuran ke sepuluh Andayani melunasi 

utang murabahah. BRI Syariah bisa memberikan potongan pelunasan murabahah dengan 

maksimum dari hasil perhitungan dari sisa harga jual dikurangi dari akumulasi sisa pokok 

angsuran dengan margin bulan berjalan dan margin satu bulan berikutnya. Hasilnya, Rp. 

248.666.191,00 – (Rp. 128.312.561 + Rp. 1.736.879,83 + Rp. 1.730.063,55) adalah Rp. 

116.886.686,60. Jurnal yang dicatat oleh BRI Syariah adalah: 

Kas    Rp. 151.941.628,40 

Pendapatan Akrual  Rp. 116.886.686,60 

 Piutang Murabahah  Rp.  268.828.315,00 

Ketika Andayani membayar angsurang terlambat dari tanggal angsuran yang 

disepakati, maka BRI Syariah mengenakan denda kepada Andayani sebesar Rp. 1.011 per 

hari. BRI Syariah mengakui denda tersebut sebagai penambah kas untuk dana sosial. 

Kas – Dana Sosial  Rp. 1.011,00  

 Pendapatan Denda – Dana Sosial  Rp. 1.011,00 



 
 

 
 

BRI Syariah menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih yaitu nilai piutang 

murabahah setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian. Margin murabahah 

ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Penyajian piutang 

murabahah dapat ditampilkan melalui Laporan Keuangan Tahun 2012 bagian Laporan 

Posisi Keuangan per 31 Desember 2012. 

 

Laporan Posisi Keuangan PT BRI Syariah Per 31 Desember 2012 

(Parsial Piutang Murabahah, dalam Jutaan Rupiah) 

PIUTANG 

 

Piutang murabahah 

setelah dikurangi pendapatan margin yang ditangguhkan 

pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing masing 

sebesar Rp. 2.694.198 dan Rp. 2.093.214 

Pihak ketiga 

Pihak berelasi 

 

Jumlah piutang murabahah 

Cadangan penyisihan kerugian 

 

Neto 

 

 

 

 

 

 

 

7.011.115 

   117.790 

 

7.128.905 

  (162.498) 

 

6.966.407 

(Sumber: PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, 2012) 

 

BRI Syariah menyajikan pendapatan murabahah ke dalam kategori pendapatan dari 

jual beli. Penyajian pendapatan dari jual beli oleh BRI Syariah disajikan secara akumulasi 

dengan akad jual beli lain pada Laporan Laba Rugi Komprehensif dan secara khusus 

untuk pendapatan murabahah pada Catatan Atas Laporan Keungan. 

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Berakhir 31 Desember 2012 

(Parsial Pendapatan dari Jual Beli, dalam Jutaan Rupiah) 

Pendapatan dari jual beli terdiri dari: 

 

 

Murabahah 

Istishna 

 

Jumlah 

 

2012 

 

887.848 

   3.090 

 

890.938 

(Sumber: PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, 2012) 

 

BRI Syariah tidak mengungkapkan secara rinci harga perolehan persediaan 

murabahah. Selain itu, informasi janji pemesanan dalam murabahah dan pengungkapan 

akan kepemilikan persediaan murabahah juga tidak ditampilkan oleh BRI Syariah di 

dalam Laporan Keuangannya. 

Sebagai penjual, BRI Syariah sebenarnya tidak menjalankan kewajibannya dengan 

benar. BRI Syariah memberikan kuasa kepada nasabah menggunakan akad wakalah saat 

pembelian persediaan. Nasabah yang memperoleh kuasa pembelian akan menggunakan 

dana dari BRI Syariah untuk membeli persediaan ke pemasok. BRI Syariah mengakui 

dana yang diberikan kepada nasabah sebagai piutang murabahah. Artinya, akad wakalah 

dan murabahah dijadikan satu kesepakatan. PSAK 102 Tahun 2007 sendiri mengatur 

penggunaan akad wakalah pada transaksi murabahah secara implisit, namun secara jelas 

PSAK tersebut menyebutkan bahwa “aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan 

tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah” (IAI, 2007b). 



 
 

 
 

Meskipun BRI Syariah diperbolehkan menggunakan akad wakalah, namun bank salah 

dalam menjalankan akad tersebut. BRI Syariah seharusnya memutus akad wakalah 

terlebih dulu dengan cara meminta bukti pembelian barang ke nasabah kemudian 

diperbolehkan melakukan akad murabahah. BRI Syariah jelas melanggar substansi akad 

wakalah. Kegiatan BRI Syariah dengan menggabungkan akad wakalah dan akad 

murabahah ini menjadikan bank syariah ini menjalankan perannya sebagai pemberi utang 

bukan penjual barang. PSAK 102 Tahun 2007 tidak mengatur mengenai perlakuan 

akuntansi murababah bagi entitas yang memberikan pembiayaan. 

BRI Syariah yang secara riil melakukan praktik pembiayaan juga melanggar PSAK 

102 Tahun 2007 untuk pengakuan persediaan. BRI Syariah seharusnya tidak mengakui 

adanya akun Persediaan apabila melakukan praktik utang piutang karena sesungguhnya 

BRI Syariah memberikan sejumlah dana kepada nasabah kemudian meminta nasabah 

mengembalikannya dengan margin yang disepakati, bukan memberikan persediaan. BRI 

Syariah seharusnya menggunakan akun Piutang untuk pengakuan pemberian dana ini. 

Disini terlihat bahwa sesungguhnya BRI Syariah menjalankan praktik riba dengan 

meminta nasabah mengembalikan dana pinjaman yang diberikan dengan adanya 

tambahan. BRI Syariah jelas telah melanggar PSAK 102 Tahun 2007.   

BRI Syariah juga melanggar PSAK 102 Tahun 2007 dengan menyajikan pendapatan 

murabahah kedalam kategori pendapatan jual beli dalam Catatan Atas Laporan Keuangan 

Nomor 26. BRI Syariah tidak pernah melaksanakan akad murabahah karena bank 

memberikan utang bukan melakukan penjualan. BRI Syariah seharusnya mematuhi 

PSAK 50 tentang Penyajian Instrumen Jangka Panjang untuk menyajikan pendapatan dari 

piutang berprinsip konvensional. 

BRI Syariah yang tidak menjalankan perannya sebagai penjual inilah yang 

menyebabkan entitas tidak mengungkapkan informasi persediaan murabahah yaitu harga 

perolehan persediaan murabahah, janji pemesanan dalam akad, dan pengungkapan harga 

jual persediaan di laporan keuangannya. BRI Syariah tidak mematuhi PSAK 102 (2007) 

terkait pengungkapan dan pelaporan akad murabahah.  

Perlakuan BRI Syariah saat mengukur keuntungan murabahah juga tidak sesuai 

dengan PSAK 102 (2007). BRI Syariah menggunakan tingkat bunga efektif untuk 

mengukur keuntungan murabahah, artinya bank masih mengadaptasi perilaku 

konvensional yang berprinsip ribawi. BRI Syariah menggunakan formula metode anuitas 

saat  mengukur keuntungan murabahah. PSAK 102 (2007) secara jelas tidak mengatur 

penggunaan metode anuitas untuk mengakui keuntungan murabahah namun 

menggunakan metode proporsional. BRI Syariah memaknai metode proporsional sebagai 

metode pengakuan keuntungan dengan mengalokasikan piutang murabahah sesuai jangka 

waktu pembayaran angsuran, sementara PSAK 102 (2007) memaknai metode 

proporsional sebagai pengalokasian persentase keuntungan dengan menghitung 

perbandingan antara margin dan harga perolehan aset murabahah. 

Namun, BRI Syariah telah sesuai menerapkan perlakuan akuntansi untuk diskon 

pembelian, potongan pelunasan piutang murabahah, denda kepada nasabah, dan uang 

muka dengan peraturan dalam PSAK 102 (2007). BRI Syariah mengakui diskon 

pembelian sebagai hak dari nasabah apabila diskon tersebut diberikan pemasok sebelum 

akad murabahah disepakati, dan diskon pembelian akan dibagi sesuai kesepakatan antara 

BRI Syariah dan nasabah apabila diskon tersebut diberikan pemasok setelah akad 

murabahah disepakati. BRI Syariah juga akan mengakui pemotongan piutang murabahah 

apabila nasabah melunasi utang murabahah lebih awal dari jadwal yang disepakati. BRI 

Syariah juga mengakui penerimaan denda dari keterlambatan pembayaran angsuran 

nasabah sebagai dana sosial, dan pembayaran uang muka sebagai pengurang harga jual 

persediaan murabahah. 

BRI Syariah juga mematuhi PSAK 102 (2007) yang mewajibkan penjual untuk 

menyajikan nilai piutang murabahah bersih. BRI Syariah menyajikan piutang murabahah 



 
 

 
 

bersih dari nilai piutang murabahah dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian 

piutang di laporan keuangannya. 

Peneliti mendapatkan temuan bahwa BRI Syariah melanggar PSAK 102 Tahun 2007 

karena tidak menjalankan kewajiban sebagai penjual namun sebagai pemberi utang 

konvensional.   

BRI Syariah tidak mematuhi perlakuan akuntansi murabahah yang diatur dalam 

PSAK 102 (2013) dalam memperlakukan persediaan murabahah. BRI Syariah tidak 

memiliki risiko kepemilikan persediaan karena BRI Syariah memang menghindari risiko 

gagal pesan dari nasabah, risiko ketidaksesuaian spesifikasi dari nasabah, dan risiko lain 

seperti cacat dan rusaknya persediaan. BRI Syariah dikategorikan sebagai lembaga 

pembiayaan yang memberikan dana kepada nasabah. PSAK 102 (2013) menjelaskan 

penjual yang tidak memiliki risiko kepemilikan persediaan maka dikategorikan sebagai 

lembaga pembiayaan dan wajib mengikuti PSAK terkait pembiayaan konvensional. BRI 

Syariah yang melakukan pembiayaan maka menggunakan PSAK 50, 55, dan 60 untuk 

memperlakukan akuntansi untuk piutang jangka panjang yang dimilikinya. PSAK 102 

(2013) memang tidak mengatur pembiayaan karena entitas yang melakukannya 

diwajibkan langsung mengacu ke PSAK 50, 55, dan 60. 

BRI Syariah dalam Laporan Keuangan Tahun 2012 memang tidak mengungkapkan 

penggunaan PSAK 50, 55, dan 60 dalam perlakuan akuntansi akad murabahah semunya, 

namun analisis sub-sub bab sebelumnya menjelaskan bahwa BRI Syariah memberikan 

pinjaman kepada nasabah dan mengukur margin dengan metode anuitas yang diatur 

dalam PSAK 55. Hal ini menjelaskan bahwa BRI Syariah sudah menerapkan PSAK 102 

Revisi 2013 untuk mengikuti PSAK 55 dalam pengakuan dan pengukuran piutang 

sebelum PSAK 102 Revisi 2013 tersebut disahkan.   

BRI Syariah tidak menjelaskan penggunaan PSAK 50, 55, dan 60 dalam Catatan 

Atas Laporan Keuangan Tahun 2012 untuk perlakuan akuntansi akad murabahah 

semunya karena bank yang mengaku menjalankan prinsip syariah ini tidak ingin 

diketahui menggunakan PSAK konvensional. 

Rekomendasi pemecahan masalah ini untuk aktivitas pengakuan, pengukuran, dan 

pengungkapan akad murabahah karena bank tidak melakukannya sesuai dengan PSAK 

102 (2007): 

1. BRI Syariah bisa menggunakan akad wakalah sebelum melakukan akad murabahah 

dengan nasabah. Kedua akad ini harus dipisahkan kesepakatannya. Caranya, bank 

awalnya memberikan kuasa pembelian persediaan kepada nasabah. Bank memberikan 

sejumlah dana untuk diberikan ke nasabah sebagai dana pembelian persediaan. 

Nasabah yang telah memperoleh persediaan yang diinginkannya dari pemasok, 

mereka akan menginformasikan harga perolehan dan memberikan bukti pembelian 

kepada bank. BRI Syariah kemudian mengakhiri akad wakalah dengan meminta bukti 

pembelian dan mengakui kepemilikan persediaan. Sebagai akad tabarru’ , BRI 

Syariah maupun nasabah tidak diperbolehkan meminta imbalan atas jalannya akad 

wakalah, sehingga BRI Syariah wajib menghapus piutang wakalah sebesar dana yang 

diberikan. BRI Syariah dapat menjual persediaan tersebut kepada nasabah sesuai 

harga jual yang telah disepakati sehingga akad murabahah terjadi. Keunggulan 

rekomendasi ini adalah (1) BRI Syariah dapat menghilangkan risiko gagal pesan oleh 

nasabah karena spesifikasi persediaan telah diinspeksi nasabah secara langsung, (2) 

BRI Syariah juga menghilangkan risiko cacat atau rusaknya persediaan karena bank 

dapat menjual persediaan kepada nasabah dengan segera, (3) BRI Syariah juga tidak 

perlu memiliki gudang untuk menyimpan persediaan, dan (4) BRI Syariah dapat 

segera memunculkan dan mengeliminasi akun persediaan murabahah. Jurnal yang 

dipakai: 

BRI Syariah saat memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli persediaan yang 

disepakati:  

Piutang Wakalah  xxx 



 
 

 
 

 Rekening Nasabah  xxx 

Apabila bank mewajibkan nasabah menyerahkan uang muka sebagai tanda keseriusan 

untuk membeli persediaan,  nasabah wajib menyerahkan uang muka kepada bank 

bukan kepada pemasok. Bank wajib mengakui uang muka sebagai pengurang harga 

jual atau piutang murabahah. 

BRI Syariah saat menerima uang muka dari nasabah dapat melakukan penjurnalan 

sebagai berikut: 

Kas     xxx 

 Uang Muka Lain – Murabahah xxx 

BRI Syariah saat mengakhiri akad wakalah dengan menerima bukti pembelian 

persediaan dari nasabah: 

Persediaan Murabahah xxx 

 Piutang Wakalah  xxx 

BRI Syariah saat menjalankan akad murabahah dengan menjual persediaan dan 

mengakui piutang murabahah. Piutang murabahah bernilai setelah dikurangi uang 

muka murabahah: 

Uang Muka – Murabahah xxx 

 Piutang Murabahah   xxx 

Piutang Murabahah    xxx 

 Pendapatan Murabahah Tangguh    xxx 

 Persediaan Murabahah     xxx 

2. BRI Syariah dapat menggunakan metode keuntungan murabahah dengan segala cara. 

Penjual sesungguhnya diberikan kebebasan untuk menentukan keuntungan 

murabahah-nya. PSAK 102 Tahun 2007 tidak mengatur mengenai penggunaan 

metode perhitungan keuntungan murabahah namun, Hadis Riwayat Abu Hurairah 

menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah SWT mengasihi orang yang memberikan 

kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya. Hal ini 

menjelaskan, meski penjual diberikan kebebasan menentukan keuntungan murabahah, 

syariah tetap mengedepankan akhlak untuk saling tolong-menolong.  Penentuan 

keuntungan murabahah harus disepakati di awal akad dan tidak diperbolehkan dirubah 

dalam kondisi normal. 

3. BRI Syariah kedepannya wajib mematuhi Fatwa Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 

mengenai metode keuntungan tamwil bi al-murabahah. Fatwa ini menjelaskan penjual 

dalam akad murabahah dapat menggunakan metode proporsional ataupun metode 

anuitas untuk pengakuan keuntungannya. Perlu diperhatikan bahwa fatwa ini 

diperuntukkan bagi penjual yang memang benar memiliki risiko persediaan, bukan 

penjual semu yang memberikan utang ke nasabah. Sehingga, DSN MUI sudah 

menganggap penjual memiliki persediaan dan menjualnya ke nasabah dengan 

mengakui piutang murabahah. Piutang murabahah disini sebesar harga perolehan 

persediaan ditambah keuntungan murabahah 

 

 

PENUTUP 

Isu terjadinya perbedaan substantif perlakuan akuntansi murabahah antara PSAK 

102 (2007) dengan praktik di lapangan yang termuat di PSAK 102 (2013) menimbulkan 

motivasi peneliti untuk mengetahui perlakuan akuntansi murabahah yang terjadi di BRI 

Syariah Cabang Kota Malang. PSAK 102 (2013) mengungkapkan bahwa terdapat entitas 

yang menjadi penjual semu dalam praktik murabahah yaitu penjual yang tidak menjual 

persediaan kepada pembeli namun memberikan sejumlah dana kepada pembeli. PSAK 

tersebut juga menegaskan bahwa penjual yang berasaskan jual beli murabahah tetap 

mematuhi PSAK 102 (2007) dalam mengakui keuntungan murabahah, sedangkan penjual 

yang memberikan pembiayaan kepada pembeli wajib mematuhi PSAK 50, 55, dan 60 



 
 

 
 

yang berisi ketentuan untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan 

instrumen keuangan jangka panjang. 

Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yang cakap mengenai 

perlakuan akuntansi murabahah di BRI Syariah Cabang Kota Malang dan 

mengumpulkan dokumentasi terkait kebijakan akuntansi murabahah-nya. Berdasarkan 

penelitian tersebut, kesimpulan yang didapatkan adalah BRI Syariah melanggar PSAK 

102 (2007) dan PSAK 102 (2013). Peneliti menemukan kesimpulan pelanggaran BRI 

Syariah terhadap PSAK 102 (2007) yaitu: 

1. BRI Syariah Cabang Kota Malang tidak menjadi penjual, namun menjadi pihak 

penyedia dana dengan menggabungkan akad wakalah dan murabahah menjadi satu 

ijab qabul atau kesepakatan. Hal ini menjadikan entitas berperan sebagai lembaga 

pembiayaan sehingga tidak memiliki risiko kepemilikan persediaan. BRI Syariah tetap 

mencatat pengakuan persediaan murabahah dalam kebijakan akuntansinya meskipun 

berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman. BRI Syariah melanggar PSAK 102 

Tahun 2007 dengan mengakui adanya akun persediaan. 

2. BRI Syariah Cabang Kota Malang menggunakan metode anuitas dalam mengakui 

keuntungan murabahah. Pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah yang 

menggunakan metode anuitas diatur dalam PSAK 55 tentang instrumen keuangan 

jangka panjang. Metode anuitas sendiri adalah metode perhitungan keuntungan yang 

menggunakan prinsip time value of money sehingga bernilai riba. 

3. BRI Syariah Cabang Kota Malang pada pelaporan akuntansi tahun 2012 melanggar 

PSAK 102 Tahun 2007 untuk aktifitas akad murabahah, melainkan sudah 

menjalankan substansi isi PSAK 50, 55, dan 60 yang diatur dalam PSAK 102 Revisi 

2013 meski peraturan ini belum diterbitkan. 

Beberapa keterbatasan dari penelitian ini adalah peneliti memiliki keterbatasan akses 

pengumpulan data menyeluruh mengenai akad murabahah yang dilakukan BRI Syariah 

Cabang Kota Malang dengan nasabah. 

   Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, peneliti memberikan 

saran untuk beberapa pihak, antara lain: 

1. Bagi BRI Syariah Cabang Kota Malang 

Manajemen BRI Syariah Cabang Kota Malang sebaiknya mempertimbangkan 

rekomendasi pemecahan masalah yang telah dijabarkan oleh peneliti terkait 

pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan akad murabahah. Rekomendasi yang 

diajukan oleh peneliti akan membuat BRI Syariah Cabang Kota Malang menjalankan 

praktik jual murabahah dengan ideal dan laporan keuangan yang disusun sesuai 

dengan PSAK 102 (2007). Hal ini akan menjadi langkah awal BRI Syariah untuk 

menambah kualitas laporan keuangan. 

2. Bagi Akuntan Publik BRI Syariah Cabang Kota Malang 

Akuntan publik yang memeriksa aktivitas akuntansi murabahah di BRI Syariah 

Cabang Kota Malang sebaiknya memahami benar PSAK 102 (2007) dan Revisi 2013 

untuk menilai kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah dengan peraturan yang 

berlaku. Pemahaman akuntan publik akan transaksi syariah akan mempengaruhi opini 

laporan keuangan yang diberikan kepada entitas. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk membuat perjanjian pengumpulan data 

penelitian dengan pihak bank. Perjanjian bisa berisi hak dan kewajiban masing-masing 

pihak utamanya dalam publikasi data penelitian. Peneliti dapat melaksanakan 

penelitian pada objek penelitian yang berbeda sehingga dapat dibandingkan hasilnya. 
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